
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN DUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR JS TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU 
TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SJPIL, BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI SERTAANGGOTA DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
TAHUN2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA E:SA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tent.ang 
Perubahan KeL-iga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Kctiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia,. Anggota Kepolisia n Negara 
Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta.ng 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pcnsiun a tau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati 
dan Wakil Bupati serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daera.h Tahun 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IT Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452);. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 rentang Kcuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pernerintahan l)aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negnru Republik 
Indonesia Tah.un 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 

4 . Peraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2019 tenlang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerinlah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, acau Tunjangan Kctiga Belas 
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Tndonesia, 
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun at.au Tunjangan 
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah; 

Barat Nomor 8 
dan Susw1an 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU 
TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAl NEGERI 
S!Pll,, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn l,ampung 

Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 



4. Dewan Perwakilan RakyaL Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Lampung Barat. 
5. Pegawai Negerl Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat terlentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparalur Sipil Negara secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pcmerintahan. 
6. Penerima 'l'unjangan adalah PNS, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Anggota DP'RD. 
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penggµna 
Anggaran/Kuara Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat 
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bcrsumber 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

8. Surat PerinLah Pencairan Dana yang selanjutnya SP2D 
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Kuasa 
Bendahara Umum Dacrah untuk pelaksanaan pengeluaran 
atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
berdasarkan SPM. 

BAB II 
PEMBERlAN TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Pasal2 

(1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Anggota DPRD diberikan 
Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Ligkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan 
b. calon PNS. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
PNS yang sedang mcnjalani cuti diluar tanggungan negara 
atau yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di 
dalam maupun di Juar negeri yang gajinya dibaya.r oleh 
instansi tempal penugasannya. 

Pasal 3 

(1) Gaji, Pcnsiun atau Tunjangan Gaji Ketiga Betas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar 
pengbasilan pada bulan Juni 2019. 

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bclum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya 
penghasilan, kepada yang bersangkutan tecap diberikan 
selisih kckurangan pcnghasilan Ketiga Belas. 



(3) Penghasilan sebagairnana dimaksud pada ayat ayat ( 1) 
diberikan bagi : 
a. PNS, Bupati dan Wakil Bupati scrta Anggota DPRD 

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 
atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja; dan 

b . penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan 
kduarga dan/atau tunjangan. 

(4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri dari: 
a. tunjangan jabatan struktural; 
b. tunjangan jabatan fungsional; dan 
c. lunjangan um.um. 

(S) Penghasilan sebagaimana dimakud pada ayat (3) tidak 
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 
berdasa.rkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan 
pajak penghasilan sesuai ketentuan peraluran perundang
undangan dan ditanggung pemerintah. 

BABlll 
PEMBAYARAN GAJIATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Pasal 4 

Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan pada 
minggu ke- 4 bulan Juni 2019. 

Pasal5 

Pembayaran Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019. 

Pasal6 

(1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Gaji Ketiga 
Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (13PKD). 

(2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dibuat secara terpisah dengan penggunaanjenis SPM: 
a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, 

tunjngan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 
umum; dan 

b. SPM Tunjangan Kinerja Ketiga Belas untuk pembayaran 
tunjangan kinerja. 

(3) SPM Gaji Ketiga Betas dibuat terscndiri dan tcrpisah dari SPM 
Gaji bulanan. 



•• 

BAB JV 
PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 7 

(l) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap 
pelaksanaan pembayaran Gaji clan tunjangan Kinerja ~etiga 
Belas. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada aya t ( l) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan. 

BABV 
KETENTUAN PEN UTUP 

Pasa1 S 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pcngundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Ditctapkan di Liwa 
pada tanggal /t} Jun,· 2019 

BUP/\Tf LAM PUNG BARAT, 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal /0 ut1i 2019 

SEK 
KABUPA 

BERIT 

DAERAH 
UNGBARAT, 

PARAF KOORDINASI 
NO JABATAN PAAAF 
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